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MOTTO 

 

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" 

 

(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Al Qur’an, Q.S Al-Insyirah: 5-6, Kemeterian Agama Republik Indonesia 
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ABSTRACT 

 

Advertising tax is a component of Local Own-Source Revenue that plays a crucial 

role in supporting the financing of development and the administration of 

government in Nganjuk Regency; therefore, its management must be carried out in 

an orderly, transparent, and structured manner in accordance with applicable laws 

and regulations. This study aims to provide an in-depth description of the 

procedures for registration, assessment, and collection of advertising tax at the 

Nganjuk Regency Regional Revenue Agency, while also identifying the obstacles 

encountered in its implementation. The method used is qualitative descriptive, with 

data collection techniques involving direct observation, interviews with relevant 

staff, and a documentary study of local regulations and tax administration 

documents. The research findings indicate that the registration procedure is carried 

out through the submission of a Local Tax Notification Letter by the taxpayer to the 

Regional Revenue Agency; the tax assessment is calculated based on the 

Advertising Rental Value , taking into account the type, size, location, and duration 

of the advertisement’s display, which is then formalized in a Local Tax Assessment 

Letter , while collection is carried out through the issuance of a Local Tax Invoice  

for taxpayers who have not fulfilled their obligations. Although the procedures have 

been carried out in accordance with regulations, there are still obstacles in the form 

of low taxpayer awareness, limited human resources, and suboptimal field 

supervision, which need to be addressed immediately in order to maximize 

billboard tax revenue as part of the Nganjuk Regency’s own-source revenue. The 

management of advertising taxes at the Nganjuk Regency Regional Revenue 

Office—from registration and assessment based on the Advertising Rental Value to 

collection—has been carried out in accordance with applicable regulations. 

However, its implementation is still hampered by low taxpayer awareness and 

limited human resources; therefore, increased public outreach and human resource 

capacity building are needed to ensure more optimal management. 

 

Keywords: Advertising Tax, Registration, Assessment, Collection, Local Revenue 
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RINGKASAN 

 

Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Penagihan Pajak Reklame pada Badan 

Pendapatan Kabupaten Nganjuk; Shandy Estu Arwandani, 230903101031; 

2026; 22 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Nganjuk yang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang HKPD, dikelola oleh BAPENDA melalui tiga tahapan utama, yaitu 

pendaftaran, penetapan, dan penagihan. Laporan Tugas Akhir ini disusun dari hasil 

Praktik Kerja Nyata di BAPENDA Kabupaten Nganjuk untuk mendeskripsikan 

ketiga prosedur tersebut, dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara 

dengan staf Bidang Pengelolaan Pendapatan, serta studi pustakan, dan dokumentasi 

Prosedur pendaftaran diawali dengan pengajuan NPWPD kepada 

BAPENDA sebagai syarat penerbitan SIPR oleh DPMPTSP. Setelah SIPR terbit, 

wajib pajak kembali ke BAPENDA untuk penetapan tarif melalui aplikasi 

SIMPATDA, yang diverifikasi dan divalidasi sebelum diterbitkan SKPD sebagai 

dasar besaran pajak. Pada tahap penetapan, tarif dihitung berdasarkan Nilai Sewa 

Reklame sebesar 25% dari nilai bangunan reklame sesuai Keputusan Bupati 

Nganjuk Nomor 188/916/K/411.013/2024.  

Pada tahap penagihan, SKPD diserahkan kepada wajib pajak secara 

langsung oleh petugas BAPENDA maupun melalui kurir ekspedisi. BAPENDA 

juga mengawasi objek reklame yang belum membayar pajak dan dapat 

berkoordinasi dengan DPMPTSP serta Satuan Polisi Pamong Praja untuk 

melakukan pembongkaran paksa apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya 

hingga batas waktu yang ditentukan. 

Prosedur pendaftaran, penetapan, dan penagihan Pajak Reklame pada 

Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan sesuai regulasi, 

mulai dari pengajuan NPWPD dan SIPR, penetapan tarif 25% berbasis Nilai Sewa 

Reklame melalui SIMPATDA secara Official Assessment yang di tetapkan dalam 

SKPD, hingga penagihan disertai pengawasan lapangan dan pembongkaran paksa 
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bagi yang tidak patuh, meskipun masih terkendala rendahnya kesadaran wajib 

pajak, keterbatasan SDM, pengawasan yang belum optimal, serta lemahnya 

koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, disarankan meningkatkan sosialisasi 

kepada masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat kapasitas SDM, 

mengoptimalkan pengawasan berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan 

koordinasi antar instansi dalam menangani reklame yang tidak berizin. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 2056/DST/UN25.B2/SP/2026, 

Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

   

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendorong pemerintah daerah untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan keuangan 

secara mandiri. Salah satu sumber utama PAD adalah pajak daerah yang kini diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), menggantikan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di antara berbagai jenis pajak daerah, Pajak 

Reklame memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD. 

Kabupaten Nganjuk sebagai daerah otonom di Provinsi Jawa Timur terus 

berupaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame seiring meingkatnya 

pemasangan reklame. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai 

instansi pengelola pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk 

Nomor 2 Tahun 2011 memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tiga tahapan 

prosedur yaitu pendaftaran, penetapan, dan penagihan Pajak Reklame. 

Dalam pelaksanaannya, masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara 

lain rendahya kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan objek reklame, 

keterbatasan data lapangan dan kapasitas SDM aparat, belum optimalnya sistem 

manajemen pajak, serta kurangnya koordinasi lintas instansi seperti DPMPTSP, 

Dinas Pekerjaan Umum, dan Satuan Polisi Pamong Praja. 

Tabel 1.  1 Target dan Realisasi Pajak Reklame 

Uraian 2023 2024 2025 

Target 700.000.000 761.000.000 1.000.000.000 

Realisasi 726.782.880 1.0025.142.671 1.249.514.182 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 

Pada Tabel 1.1 meskipun realisasi penerimaan pajak reklame selalu melampaui 

target, berbagai kendala masih memengaruhi penerimaan pajak. Apabila kendala 

tersebut dapat diminimalkan, maka pendapatan dari pajak reklame berpotensi 

meningkat dan dapat dioptimalkan secara lebih maksimal. Berdasarkan hal tersebut, 
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penulis tertarik mengambil mengambil judul, “Prosedur Pendaftaran, 

Penetapan, dan Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan daerah 

Kabupaten Nganjuk”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang, maka rumusan masalah dalam Laporan Tugas 

Akhir ini adalah, “Bagaimana Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Penagihan 

Pajak Reklame serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban”. 

1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata 

Praktik Kerja Nyata ini bertujuan mengetahui Bagaimana Prosedur 

Pendaftaran, Penetapan, dan Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Nganjuk serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 

kewajiban. 

1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata 

a.  Bagi Mahasiswa 

Meningkatkan keterampilan teknis maupun soft skills komunikasi dan 

kerja sama tim dan menambah wawasan mengenai Prosedur Pendaftaran, 

Penetapan, dan Penagihan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Nganjuk. 

b. Bagi Universitas Jember dan Badan Pendapatan Daerah 

Sarana menjalin kerjasama dan hubungan yang baik antara Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dan Universitas Jember 

khususnya program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmi Sosial dan 

Ilmu Politik. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang 

digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di 

daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(UU HKPD), pajak daerah adalah pungutan wajib ya ng dibayar oleh orang pribadi 

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah pungutan dari 

masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat 

dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat 

prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah (Resmi, 2023). UU HKPD membagi pajak daerah menjadi 

dua kelompok, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi 

meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan 

Pajak Rokok. Adapun pajak kabupaten/kota meliputi PBB Perdesaan dan 

Perkotaan, BPHTB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air 

Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, serta 

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan. 

2.2 Pajak Reklame  

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang 

memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Berdas  arkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pajak reklame 

adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media 

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, 
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memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian 

umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, 

dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. pajak reklame adalah pajak atas 

penyelenggaraan reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota kepada 

orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame di wilayah daerah 

tersebut (Marihot Pahala Siahaan, 2013).  

2.3 Objek dan Subjek Pajak Reklame 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

2.3.1 Objek Pajak Reklame 

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron 

b. Reklame kain 

c. Reklame melekat/stiker 

d. Reklame selebaran 

e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan 

f. Reklame udara 

g. Reklame apung 

h. Reklame film/slide 

i. Reklame peragaan 

2.3.2 Subjek Pajak Reklame 

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame. Apabila reklame diselenggarakan langsung oleh orang 

pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka 

yang bersangkutan bertindak sebagai wajib pajak. 

2.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame 

2.4.1 Dasar Pengenaan Tarif 

Pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). NSR dihitung 

berdasarkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 
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a. Jenis reklame yang dipasang 

b. Ukuran media reklame 

c. Masa pemasangan reklame 

2.4.2 Tarif Pajak Reklame 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, tarif 

pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Besaran tarif pajak reklame 

secara spesifik ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota, 

termasuk Kabupaten Nganjuk. 

2.5 Dasar Hukum Pajak Reklame Kabupaten Nganjuk 

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Nganjuk didasarkan 

pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) 

menjelaskan objek dan subjek Pajak Reklame. 

b. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Tata cara 

Penyelenggaraan Reklame. Menjelaskan objek dan tata cara 

penyelengaraan reklame. 

c. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/916/K/411.013/2024 Tentang 

penetapan Penilaian Bangunan Untuk Tempat Reklame Di Kabupaten 

Nganjuk. Menjelaskan mengenai tarif nilai bangunan reklame. 

2.6  SIMPATDA  

 Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan 

Retribusi daerah, SIMPATDA atau Sistem Informasi Manajemen Pendapatan 

Daeraah adalah suatu aplikasi yang berbasis website yang mengelola seluruh 

administrasi pendapatan daerah. 
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BAB 3. METODOLOGI PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Nganjuk, yang beralamatkan di Jl. Merdeka No. 3, 

Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nnganjuk, Jawa Timur  

3.1.2 Waktu Pelaksanaaan Praktik Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan di Badan Pendapatan 

Daerah selama 44 hari kerja dari tanggal 23 Februari 2026 sampai 30 April 2026 

sesuai dengan surat tugas nomor 2056/DST/UN25.B2/SP/2026. Praktik Kerja 

Nyata dilaksanakan sesuai dengan jam kerja Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Nganjuk yaitu: 

Tabel 3.  1 Hari dan Jam Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata Kabupaten Nganjuk 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s.d Jumat 07.30 – 15.30 

07.30 – 14.30 

12.00 – 13.00 

11.30 – 13.00 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk (2026) 

Adapun jam kerja Praktik Kerja Nyata pada Bulan Ramadhan dilaksanakan  

sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai 

berikut 

Tabel 3.  2 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata pada Bulan Ramadhan 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s.d Jumat 08.00 – 14.30 

08.00 – 15.30 

12.00 – 13.00 

11.30 – 13.00 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk (2026) 
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3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yang akan di buat laporan Tugas 

Akhir dengan judul “Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Penagihan Pajak 

Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk” pada pelaksanaan 

kegiatan, penulis ditempatkan pada Bidang Pengelolaan Pendapatan. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah data  kuantitatif dan data kualitatif.  

a. Data kuantitatif  

Data Kuantitatif adalah data  yang berbentuk angka (Sugiyono, 

2023). Data kuantitatif dalam laporan ini yaitu target, realisasi, dan 

perhitungan pajak reklame.  

b. Data kualitatif  

Data kualitatif adalah data berbentuk deskripsi atau narasi yang tidak 

dapat diukur, seperti opini, narasi, gambar, atau simbol visual lainnya 

(Kurniawan dkk, 2023). Data kualitatif dalam laporan tugas akhir ini 

diperoleh dari wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Nganjuk. 

3.3.2 Sumber  Data 

Sumber data pada penulisan  Laporan Tugas Akhir ini menggunaka sumber 

data primer dan sekunder.  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan pertama kali untuk 

tujuan tertentu dan langsung dari sumber aslinya tanpa perantara (Sidik et 

al., 2023). Data primer dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah SKPD dan 

data lain yang didapat melalui  wawancara mengenai prosedur pendaftaran, 

penetapan, dan penagihan pajak reklame.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 
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langsung melalui media perantara (Syafnidawaty, 2020). Data sekunder 

dalam Laporan Tugas Akhir ini diperoleh dari undang-undang, peraturan 

bupati, ketetapan bupati, dan sumber informasi lainnya. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan 

observasi lapangan  yaitu: 

a. Studi Pustaka  

Studi pustaka ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku, atau 

dokumen lain berisi tentang informasi(Sugiyono, 2022). Studi pustaka 

yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini adalah undang-undang, 

peraturan daerah, peraturan bupati, dan ketetapan bupati. 

b. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati aktivitas yang berlangsung(Hardani, 2020). Pada metode 

observasi penulis mengamati prosedur pendaftaran, penetapan, dan 

penagihan pajak reklame. 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan memberi 

pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber 

(Sahir, 2021). Penulis melakukan wawancara agar dapat mengetahui alur 

pendaftara, penetapan, dan penagihan pajak reklame. Pada metode ini 

penulis melakukan wawancara kepada Bapak Hari Wibowo SE. selaku 

anggota bidang pengelolaan pendapatan yang menangani permasalahan 

pajak reklame. 

d. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dari sumber 

dokumen dan rekaman(Ahyar et al, 2020). Dokumen pada laporan tugas 

akhir ini yaitu berupa gambar atau foto yang berkaitan dengan topik 

pembahasan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Nganjuk. 
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BA B 4.HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 

4.1.1 Gambaran Umum 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk 

merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam 

mengelola, mengumumkan, serta menyediakan informasi publik secara transparan 

kepada masyarakat. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk ini beralamat 

di Jl. Merdeka No.3, Mangundikaran, Mangun Dikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten 

Nganjuk, Jawa Timur 64419. Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu 

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan sekaligus 

menyenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan di bidang pendapatan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan; 

d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

4.1.2 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, terdiri dari: 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum 

2) Sub Koordinator Program Evaluasi dan Keuangan 

c. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi: 

1) Sub Koordinator Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Pendapatan Daerah 

2) Sub Koordinator Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan 

Daerah 

d. Bidang Pengelolaan Pendapatan, membawahi: 
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1) Sub Koordinator Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan 

Daerah 

2) Sub Koordinator Sub Bidang Validasi dan Penetapan 

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi 

1) Sub Koordinator Sub Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan 

Pengelolaan Sistem Informasi 

2) Sub Koordinator Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan 

 

Gambar 4.  1 Bagan Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Nganjuk 

Sumber : BAPENDA Kabupaten Nganjuk, 2026 
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4.2 Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame pada Badan Pendapatan 

Kabupaten Nganjuk 

Menurut Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2023, pendaftaran 

dilakukan di Badan Pendapatan Daerah guna mendapatkan NPWPD sebagai 

persyaratan pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang diajukan 

kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DMPPTSP).   

 

Gambar 4.  2 Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 

Keterangan: 

1. Wajib Pajak mendatangi Badan Pendapatan Daerah untuk mengurus 

pendaftaran NPWPD sebagai syarat mengajukan perizinan pemasangan 

reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dengan menyerahkan fotokopi KTP. 

2. Setelah NPWPD jadi, Wajib Pajak melakukan pengajuan perizinan di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

3. Setelah Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) terbit wajib pajak 

mendatangi Badan Pendapatan Daerah dengan membawa SIPR guna 

dilakukan Penetapan tarif pajak yang harus dibayar. 

4. Setelah penetapan selesai, Badan Pendapatan Daerah melakukan proses 

verifikasi dan validasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa semua 

yang tercantum sudah benar dan sesuai ketentuan. 

5. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan disampaikan kepada wajib pajak 

sebagai dokumen resmi yang menunjukkan jumlah pajak yang harus 

dibayarkan. Kemudian wajib pajak melakukan pembayaran sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

1. 
Pendaftaran

2. Perizinan 
DPMPTSP

3. Penetapan
4. Verifikasi 
dan Validasi

5. 
Penyerahan 

SKPD
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Adapun prosedur pendaftaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Nganjuk sebagai berikut: 

1. Masuk pada laman Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah 

(SIMPATDA), petugas pajak memiliki akses untuk login dengan 

memasukan username dan password 

 
Gambar 4.  3 Halaman login aplikasi SIMPATDA 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 

2. Setelah berhasil login, akan muncul tampilan halaman utama seperti 

dibawah. Selanjutnya petugas pajak memilih menu “pendaftaran” 

 
Gambar 4. 4 Halaman menu utama SIMPATDA 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 
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3. Sistem menampilkan menu seperti dibawah, kemudian memasukkan data 

pendaftaran wajib pajak 

 
Gambar 4.  5 Halaman pendaftaran wajib pajak 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 

 

4. Setelah mendapatkan SIPR dari DPMPTSP petugas pajak melakukan 

penetapan tarif pajak. Petugas pajak melakukan login Kembali pada laman 

SIMPATDA kemudian memilih menu pendataan dan kemudian memilih 

opsi Pajak Reklame, kemudian pilih wajib pajak guna dilakukan penetapan 

tarif pajak. 

 
Gambar 4.  6 Halaman data wajib pajak dan objek pajak 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 
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5. Setelah dipilih, akan muncul menu seperti di bawah ini kemudian petugas  

pajak mlakukan penetapan dengan mengisi data secara lengkap dan benar. 

 
Gambar 4.  7 Halaman penetapan tarif pajak 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 

 

 
Gambar 4.  8 Halaman penetapan tarif pajak 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 

 

6. Setelah melakukan penetapan, petugas pajak Kembali ke menu utama 

kemudian memilih menu “penetapan” dan memilih opsi SKPD. 

Selanjutnya, centang kotak yang tersedia, lalu pilih opsi cetak SKPD. 

7. SKPD dicetak tiga rangkap. Satu lembar diberikan kepada wajib pajak  dan 

lainnya diserahkan pada Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Bidang 

Evaluasi dan Pengawasan guna keperluan arsip. 
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Gambar 4.  9 SKPD Pajak Reklame Alfamidi 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 

 

Badan Pendapatan Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pendataan 

dan pengawasan terhadap objek pajak, termasuk Pajak Reklame. Pendataan Pajak 

Reklame di Nganjuk didasarkan pada peraturan daerah dan kewajiban wajib pajak. 

Untuk pendataann Reklame yang tidak melakukan pembayaran pajak, BAPENDA 

akan melakukan pendataan dan pengawasan lapangan yang melakukan pemasangan 

reklame namun belum membayarkan pajak reklame. Dalam melakukan 

pengawasan lapangan petugas juga melakukan pengecekan perizinan pemasangan 
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reklame jika belum memiliki izin pemasangan reklame petugas BAPENDA akan 

melakukan koordinasi dengan DPMPTSP dan SATPOL-PP guna dilakukan 

pembongkaran paksa. Jika ditemukan objek reklame yang belum dibayarkan 

pajaknya petugas pajak akan menerbitkan SKPD dan menghubungi wajib pajak 

untuk segera melakukan pembayaran pajak reklame, jika sampai batas waktu yang 

diberikan masih belum menyelesaikan administrasi maka akan dilakukan 

pembongkaran paksa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

4.3 Prosedur Penetapan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Nganjuk 

Menurut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/916/K/411.013/2024. Dasar 

Pengenaan tarif Pajak Reklame adalah Nilai Bangunan. Pajak Reklame dipunggut 

secara Official Assessment System, dimana besarnya ditentukan oleh pemerintah 

(fiskus). Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% dari Nilai Bangunan.  

Pajak Reklame = Nilai Bangunan x Tarif (25%) 

Adapun Tarif Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Nganjuk sebagai berikut: 

a. Reklame tetap 

Tabel 4.  1 Tarif Pajak Reklame Tetap 

No Jenis Reklame 
Masa 

Pajak 

Nilai 

Bangunan/Pembuatan 

Reklame/M2 

(Rp.) 

Ketetapan 

Tarif 

Pajak Per 

Meter2 

(Rp.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

Megatron/Videotron/LED 

Papan/Billboard 
1 tahun 420.000,00 25% 105.000,00 

 - Papan Nama Bersinar 1 tahun 400.000,00 25% 100.000,00 

 - Papan Nama Tiang 1 tahun 300.000,00 25% 75.000,00 

 
- Papan Nama Tiang 

Toko/Tinplate 
1 tahun 250.000,00 25% 62.500,00 

3 Baliho 1 tahun 100.000,00 25% 25.000,00 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 
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Tabel 4.  2 Tarif Pajak Reklame Insidentil 

No Jenis Reklame 

Satuan 
Masa 

Pajak 

Nilai Bangunan/Pembuatan 

Reklame/M2 

(Rp.) 

Tarif 
Ketetapan  

(Rp.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Spanduk Vinil / 

Layar Tenda 

Toko 

Meter 

1 minggu 40.000,00 25% 10.000,00 

2 Umbul-umbul Meter  1 minggu 32.000,00 25% 8.000,00 

3 Selebaran Lembar - 400,00 25% 100,00 

4 Poster/Stiker Lembar  1 bulan 10.000,00 25% 2.500,00 

5 

Berjalan, 

termasuk pada 

kendaraan 

Unit  

1 bulan 300.000,00 25% 75.000,00 

6 Udara Jam  1 jam 120.000,00 25% 30.000,00 

7 Apung  Jam  1 jam 120.000,00 25% 30.000,00 

8 Slide / film Jam 1 jam 200.000,00 25% 50.000,00 

9 Peragaan  Jam 1 jam 400.000,00 25% 100.000,00 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 

Keterangan: 

Reklame sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu 

1. Reklame tetap 

Reklame Tetap adalah reklameyang dipasang pada lokasi tertentu dengan 

bangunan yang bersifat permanen dan tidak mudah dipindahkan, baik pada 

tiang, dinding, dan bangunan lainnya untuk media promosi atau identitas usaha 

kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu. 

2. Reklame insidentil 

Reklame Insidentil adalah reklame yang bersifat sementara atau dalam 

jangka waktu terbatas dan tidak bersifat permanen. Reklame ini umumnya 

digunakan untuk kegiatan kampanye, kegiatan, atau lainnya yang sifatnya 

sementara atau waktu tertentu. Sehingga pemasangannya bersifat sementara 

dan dapat dibongkar dengan mudah jika kegiatannya telah selesai. 
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Contoh perhitungan: 

Pajak Reklame Tetap (Papan Nama Bersinar) 

Penentuan luas reklame = Panjang x lebar 

   = 2m x 2,5m 

   = 5m 

Perhitungan pajak          = Luas Bangunan x Nilai Bangunan x Tarif Pajak 

   = 5m x Rp400.000 x 25% 

               = Rp500.000 

 

Gambar 4.  10 Uraian Penetapan Pajak Reklame 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 

 

4.4 Prosedur Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Nganjuk 

Berdasarkan penjelasan dari informan yaitu Bapak Hari Wibowo selaku staf 

penagihan Bidang pengelolaan Pendapatan, alur penagihan Pajak Reklame 

dilakukan setelah SKPD terbit diserahkan kepada wajib pajak dengan diantarkan 

langsung oleh petugas BAPENDA atau dengan kurir ekspedisi. Setelah wajib pajak 

menerima SKPD bisa langsung melakukan pembayaran Pajak Reklame secara 

mandiri melalui Bank JATIM, Bank Mandiri, dan  Bank BNI. 
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Adapun alur pembayaran Pajak Reklame sebagai berikut : 

 

Gambar 4.  11 Alur pembayaran pajak reklame 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026 

 

Keterangan : 

1. Wajib Pajak mendatangi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 

dengan membawa Surat Izin Penyelenggaraan Reklame(SIPR) dari Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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2. Petugas Badan Pendapatan Daerah menerima SIPR. Selanjutnya petugas 

melakukan perhitungan dan penetapan tarif Pajak Reklame melalui aplikasi 

SIMPATDA 

3. Setelah selesai melakukan perhitungan dan penetapan tarif Pajak Reklame 

SKPD dicetak dan diserahkan kepada wajib pajak. 

4. Wajib Pajak mendatangi Bank untuk melakukan pembayaran  

5.  Pembayaran melalui teller Bank wajib pajak menyerahkan kode bayar yang 

terdapat pada SKPD. 

6. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui M-Banking. 

7. Pembayaran Pajak Reklame harus sesuai yang tecantum pada SKPD. 

8. Setelah pembayaran dilakukan, baik melalui teller bank atau M-banking. 

Wajib pajak akan menerima bukti bayar yang harus disimpan sebagai bukti 

jika telah melakukan pembayaran. 

 

Wajib yang telah melakukan pembayaran secara otomatis akan tercatat pada 

Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPATDA), sehingga Badan 

Pendapatan Daerah dapat mengetahui Wajib Pajak telah melunasi kewajiban 

pajaknya. Wajib Pajak yang menyelesaikan tahapapan Prosedurnya dapat 

melakukan pemasangan Reklame sesuai dengan Surat Izin Penyelengaraan 

Reklame. 
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BAB 5. KESIMPULAN  DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kabupaten Nganjuk, dapat disimpulkan bahwa prosedur pendaftaran, 

penetapan, dan penagihan Pajak Reklame telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi 

yang berlaku. Pendaftaran diawali dengan pengajuan NPWPD sebagai syarat 

penerbitan SIPR oleh DPMPTSP, kemudian dilanjutkan dengan penetapan tarif 

pajak oleh BAPENDA melalui aplikasi SIMPATDA berdasarkan Nilai Sewa 

Reklame (NSR) dengan tarif tunggal 25% secara Official Assessment, yang 

diformalkan melalui SKPD. Penagihan dilakukan dengan menyerahkan SKPD 

kepada wajib pajak untuk dibayarkan melalui bank, disertai pengawasan lapangan 

dan tindakan pembongkaran paksa bagi yang tidak mematuhi kewajibannya. 

Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menemui kendala berupa 

rendahnya kesadaran wajib pajak, terbatasnya SDM dan data lapangan, belum 

optimalnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar instansi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. BAPENDA Kabupaten Nganjuk perlu meningkatkan sosialisasi kepada 

masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pendaftaran dan 

pembayaran Pajak Reklame. 

2. Perlu dilakukan penambahan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. 

3. BAPENDA disarankan mengoptimalkan sistem pengawasan berbasis 

teknologi informasi guna memantau objek reklame yang terpasang secara 

lebih akurat dan menyeluruh. 

4. Diperlukan peningkatan koordinasi antar Instansi dalam penanganan 

reklame yang tidak berizin dan tidak taat peraturan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Permohonan PKN 
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Lampiran 2 Surat Rekomendasi BAKESBANGPOL 
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Lampiran 3 Surat Balasan Persetujuan PKN dari BAPENDA 
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Lampiran 4 Surat Tugas PKN 
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Lampiran 5 Lembar Penilaian PKN 
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Lampiran 6 Daftar Hadir PKN 
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Lampiran 7 Daftar Kegiatan Praktik kerja Nyata 

No 
Waktu Pelaksanaan dan 

Penanggung Jawab 

Kegiatan 

1 Senin, 2 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Penerimaan magang PKN di 

BAPENDA Kabupaten Nganjuk 

b. Perkenalan dengan p e g a w a i  

BAPENDA Kabupaten Nganjuk 

c. Merekap rekening koran 

penerimaan retribusi daerah 

2 Selasa, 3 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Mencari dan Merekap piutang 

PBB dari 2014 

3 
Rabu,  4 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melanjutkan mencari dan merekap 

piutang PBB 

4 Kamis, 5 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melanjutkan mencari dan merekap 

piutang PBB 

5 
Jum at , 6 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap laporan petugas cheker 

tambang 

6 Senin, 9 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap laporan petugas cheker 

tambang 

b. Mengecek pembayaran BPHTB 

melalui aplikasi SIMPATDA 

7 
Selasa , 10 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap laporan petugas cheker 

tambang 

b. Memasukan hasil rekapan retribusi 

di laporan bulanan 

8. 
Rabu, 11 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap laporan petugas cheker 

tambang 

b. Mencari perbedaan data dari 

BAPENDA dan BPK 
9. Kamis, 12 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Kunjungan lapangan di Kecamatan 
Gondang 

b. Kunjungan lapangan di Kecamatan 
Ngluyu 

c. Merekap laporan petugas cheker 

tambang 
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10 Jum’at, 13 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap rekening koran  

b. Merekap laporan petugas cheker 

tambang 

11 Rabu, 18 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melanjutkan merekap rekening 

koran dan memasukan ke laporan 

bulanan 

b. Merekap laporan petugas cheker 

tambang 

12 Kamis, 19 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melakukan pendataan objek 

reklame 

b. Merekap laporan petugas cheker 

tambang 

13 Jum at, 20 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melanjutkan pendataan objek  

reklame 

b. Merekap laporan petugas cheker 

tambang 

14 Senin, 23 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Kunjungan Lapangan guna 

memverifikasi data temuan BPK 

15 Selasa, 24 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap hasil kunjungan 

lapangan 

b.    Merekap laporan petugas 

cheker tambang 

16 Rabu, 25 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Mengantarkan SKPD kepada 

wajib pajak 

17 Kamis, 26 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melaksanakan kunjungan 

lapangan dalam kegiatan SAPA 

18 Jum at, 27 Februari 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap dan memisahkan 

rekening koran berdasarkan 

pemasukan 

19 Senin, 2 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melaksanakan rapat sosialisasi 

pembentukan tim SAPA baru 

20 Selasa, 3 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap rekening koran 

b.    Merekap laporan petugas 

cheker tambang 
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21 Rabu, 4 Maret 2026 Pegawai 

BAPENDA 

a. Melanjutkan rekap rekening koran 

dan memasukan di laporan bulanan 

22 Kamis, 5 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melaksanakan rapat bimbingan 

teknologi dan pengarahan kepada 

tim SAPA yang baru dibentuk 

bersama KB SAMSAT Nganjuk 

23 Jum at, 6 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Rekap rekening koran 

b.    Merekap laporan petugas cheker 

tambang 

24 Senin, 9 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Mengecek pembayaran BPHTB 

melalui aplikasi SIMPATDA 

25 Selasa, 10 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melanjutkan merekap dan 

memasukan hasil rekapan rekening 

koran 

26 Rabu, 11 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melakukan pengantaran SKPD 

kepada wajib pajak 

27 Kamis, 12 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Kunjungan kegiatan SAPA 

28 Jumat, 13 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Mendata objek reklame 

29 Senin, 16 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Kunjungan lapangan guna 

memverifikasi temuan BPK 

30 Selasa, 17 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melakukan kegiatan lapangan 

menjadi petugas cheker tambang 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 25 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap rekening koran dan 

memasukan di laporan bulanan 
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32 Kamis, 26 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Halal Bihalal bersama dengan 

keluarga besar Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Nganjuk 

33 Jumat, 27 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap rekening koran 

34 Senin, 30 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Memasukan hasil rekapan rekening 

koran 

35 Selasa, 31 Maret 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Kunjungan lapangan di perusahaan 

guna mencocokan data temuan 

BPK dan data di lapangan 

36 Rabu, 1 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap hasil kunjungan lapangan 

37 Kamis, 2 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melakukan wawancara dengan 

Pegawai Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Nganjuk 

48 Jumat, 3 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap data piutang PBB tahun 

2025 

49 Senin 6 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melakukan rapat bersama Unit 

Pelasaksana Teknis Pegelolaan 

Pendapatan Daerah Nganjuk 

40 Selasa, 7 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Mengecek pembayarn BPHTB 

melalui aplikasi SIMPATDA 

41 Rabu, 8 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Kunjungan lapangan dalam 

kegiatan SAPA  

42 Kamis, 9 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melakukan pengantaran NPPKB di 

Kecamatan Jatikalen 

43 Jum at, 10 April t 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Rekap rekening koran 

44 Senin, 13 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Kunjungan lapangan di Desa 

Bareng guna pembetulan SPPT 

PBB 
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45 Selasa, 14 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap hasil kunjungan lapangan 

46 Rabu, 15 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melanjutkan merekap hasil 

kunjungan 

47 Kamis, 16 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melaksanakan rapat di kantor UPT 

PPD Nganjuk dalam kegiatan 

sosialisasi pemilihan calon duta 

SAPA Kang Mas dan Mbak Yu 

Kabupaten Nganjuk 

48 Jumat, 17 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melakukan wawancara dengan 

Pegawai Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Nganjuk 

49 Senin, 20 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Kunjungan lapangan di perusahaan 

guna mencocokan data bangunan 

dengan Surat Pemberitahuan Objek 

Pajak dan Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak 

50 Selasa, 21 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap hasil 

kunjungan 

52 Kamis, 23 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Melakukan wawancara dengan 

Pegawai Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Nganjuk mengenai 

pajak reklame 

53 Jumat, 24 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Mendata objek reklame 

54 Senin, 27 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Kunjungan lapangan di perusahaan 

guna memverifikasi data temuan 

BPK 

55 Selasa, 28 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Merekap hasil kunjungan lapangan 

56 Rabu, 29 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Mengecek data pengajuan BPHTB 

melalui aplikasi SIMPATDA 

57 Kamis, 30 April 2026 

Pegawai BAPENDA 

a. Berpamitan dengan pegawai Badan 

Pendapatan daerah Kabupaten 

Nganjuk 

b. Sesi berfoto bersama  
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Lampiran 8 Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran 9 Daftar Log Bimbingan 
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Lampiran 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD 
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Lampiran 11 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2023 
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Lampiran 12 Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/916/K/411.013/2024 
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Lampiran 13 Dokumentasi Supervisi PKN 
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Lampiran 14 Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan 
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Lampiran 15 Dokumentasi PKN 
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Lampiran 16 Trankrip Wawancara Dengan Pegawai BAPENDA 

Pewawancara : Shandy Estu Arwandani 

Narasumber    : Bapak Hari Wibowo SE. 

 

Pewawancara : Baik, Sebelumnya terimakasih atas waktu dan ketersediaanya buat  

wawancara bapak 

Narasumber    : Iya sama-sama mas 

Pewawancara : Pertama saya ingin bertanya mengenai prosedur pendaftaran guna 

menjadi wajib pajak reklame bapak. 

Narasumber   : Oke mas, untuk yang pertama calon wajib pajak mendatangi kantor 

Badan Pendapatan Daerah dengan membawa kartu identitas KTP 

untuk didaftarkan oleh petugas BAPENDA menjadi wajib pajak 

setelah selesai didaftarkan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah(NPWPD). Selanjutnya Wajib Pajak mendatangi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

guna mengurus perizinan pemasangan reklame. 

Pewawancara : Jadi NPWPD sebagai syarat melakukan pengajuan izin ya pak?. 

Narasumber  : Iya mas, NPWPD menjadi salah satu syarat mengajukan izin di 

DPMPTSP. Nanti setelah Surat Izin Penyelengaraan Reklame 

(SIPR) terbit wajib pajak mendatangi Badan Pendapatan Daerah 

lagi dengan membawa SIPR tersebut guna dilakukan pendataan dan 

penetapan tarif pajak reklame yang harus dibayarkan. 

Pewawancara : Selanjutnya mengenai perhitungan tarif pajak reklame di Nganjuk 

berapa persen ya pak? Dikarenakan reklame kan merupakan salah 

satu pajak daerah yang dimana penetapan tarifnya sendiri berbeda 

tiap daerah. 

Narasumber  : Untuk tarifnya mengikuti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD 

yang dimana tarifnya 25% dari Nilai bangunan reklame 
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Pewawancara : Nilai bangunan reklame didapat dari mana pak? 

Narasumber  : Nilai bangunan reklame diambil dari jenis reklame, contoh baliho 

nilai bangunannya Rp100.000 per meternya jadi pajaknya 

Rp25.000. 

Pewawancara : Untuk perhitunganya nilai bangunan sendiri diambil dari peraturan 

mana ya pak? 

Narasumber  : Untuk nilai bangunannya diambil dari Keputusan Bupati Nganjuk 

Nomor 188/916/K/411.013/2024.  

Pewawancara : Setelah dilakukan penetapan apa yang dilakukan ya pak? 

Narasumber   : Setelah dilakukan penetapan tarif pajak selanjutnya mencetak Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah SKPD dicetak diserahkan 

kepada wajib pajak dan dilakukan pembayaran pajak oleh wajib 

pajak, setelah wajib pajak melakukan pembayaran maka otomatis 

di sistem tercatat telah melakukan pembayaran. Setelah semua 

administrasi selesai baru boleh memasang/membangun reklame. 

Pewawancara : Untuk penagihannya gimana ya pak? 

Narasumber   : Penagihan dilakukan secara manual dengan menyerahkan SKPD 

secara langsung oleh petugas pajak kepada wajib pajak atau melalui 

kantor pos. 

Pewawancara : Jika ada wajib pajak yang tidak membayar pajak gimana ya pak? 

Narasumber   :  Akan diberikan peringatan untuk segera membayar pajak. 

Pewawancara : Jika peringatannya tidak di hiraukan pak? 

Narasumber   : Jika tidak dihiraukan akan dilakukan pembongkaran paksa bersama 

dengan Satuan Polisi Pamong Praja. 

Pewawancara : Namun jika ditemukan reklame yang tidak berizin gimana pak? 

Narasumber   : Petugas akan mendatangi letak reklame, jika ditemukan pemilik 

reklame akan di berikan arahan guna mematuhi peraturan yang 
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berlaku. 

Pewawancara : Namun jika tetap tidak mau mematuhi peraturan apa yang dilakukan 

oleh pihak Badan Pendapatan daerah? 

Narasumber   : Jika tetap tidak mematuhi aturan yang berlaku maka akan dilakukan 

pembongkaran paksa reklme tersebut. 

Pewawancara : Baik bapak. Selanjutnya apa saja kendala dalam melaksanakan 

tugas tersebut? 

Narasumber   : Untuk kendala sendiri yang paling utama kurangnya SDM dalam 

mengawasi dan melakukan pendataan objek reklame sehingga 

banyak reklame yang tidak terdata. 

Pewawancara : Selain kurangnya SDM apakah ada kendala lagi ya pak? 

Narasumber   : Mungkin minimnya kurang sadarnya masyarat kalau reklame juga 

merupakan objek pajak. 

Pewawancara : Baik bapak terimaksih sudah bersedia di wawancarai mengenai 

seputar pajak reklame terutama dalam prosedur pendaftaran, 

penetapann, dan pegihannya 

Narasumber   : Iya mas sama-sama 


